
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pada awal era reformasi, terjadi beberapa perubahan dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia, hal ini dilatarbelakangi oleh kehendak segenap bangsa untuk 

meruntuhkan tirani yang terjadi bertahun-tahun di negeri ini. Salah satu hal 

mendasar yang menunjukkan adanya suatu reformasi total terhadap sistem 

ketatanegaraan Indonesia ialah dengan dilaksanakannya amandemen Undang 

Undang Dasar 1945 (UUD 1945). 

Beberapa hal yang menjadi kesepakatan dasar fraksi-fraksi di Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR)  dalam proses amandemen UUD 1945 terhadap 

ketatanegaraan Indonesia, salah satunya ialah tetap mempertahankan sistem 

pemerintahan presidensial yang bertujuan untuk mempertegas dan memperkokoh 

sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia. Ciri-ciri 

penting sistem presidensial, yaitu: Pertama, presiden adalah kepala negara 

sekaligus merangkap kepala pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan 

pemerintahan sehari-hari. Kedua, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada 

parlemen. Ketiga, pemerintah dan parlemen mempunyai kedudukan yang sejajar, 

sehingga presiden tidak dapat membubarkan parlemen, demikian pula parlemen 
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tidak dapat menjatuhkan seorang presiden. Keempat, menteri-menteri diangkat 

dan bertanggung jawab kepada presiden.
1
 

S.L. Witman dan J.J. Wuest mengemukakan empat ciri kabinet presidensial yaitu 

sebagai berikut: 

1. It is based upon the separation of power principles. 

2. The executive has no power to disolve the legislature nor must be resign 

when he loses the supp of the majority of its membership. 

3. There is no mutual responsibility between the president and his cabinet, 

the latter is, wholly responsible to the chief executive. 

4. The executive is chosen by the electorate.
2
 

Dengan demikian ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial yaitu antara lain:  

1. Hal tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan. 

2. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk membubarkan parlemen juga 

tidak perlu berhenti sewaktu kehilangan dukungan dari mayoritas anggota 

parlemen. 

3. Dalam hal ini tidak ada tanggung jawab yang beralasan antara presiden 

dan kabinetnya, karena pada akhirnya seluruh tanggung jawab sama sekali 

tertuju pada presiden (sebagai kepala pemerintahan). 

4. Presiden dipilih langsung oleh para pemilih. 

Konstitusi Indonesia tidak pernah secara tegas menentukan sistem pemerintahan 

apa yang dianut oleh Indonesia, namun sebagian besar ketentuan yang terdapat 

dalam UUD 1945 memenuhi ciri-ciri sistem presidensial yang dikemukakan oleh 

S.L. Witman dan J.J. Wuest, hal ini dapat dilihat dari ketentuan sebagai berikut: 

1. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) ( Pasal 7C UUD 1945). 

2. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara (Pasal 17 ayat (1) ), menteri-

menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 ayat (2)) 

                                                           
1
Agustin Teras Narang,  Reformasi Hukum, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003),  hlm.15. 

2
Inu Kencana Syafiie dan Andi Azikin, Perbandingan Pemerintahan, (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2007), hlm.29. 
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sehingga menteri-menteri dalam kabinet tersebut bertanggung jawab 

langsung kepada presiden. 

3. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung 

oleh rakyat (Pasal 6A ayat (1)). 

Kendatipun demikian, terdapat beberapa ketentuan dalam UUD 1945 dan undang-

undang yang menurut pendapat beberapa ahli dapat memperlemah kedudukan 

presiden dalam sistem presidensial yaitu Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan 

bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik 

atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan 

pemilihan umum”, kemudian Pasal 1 ayat (3) ketentuan umum Undang Undang 

Nomor 42 Tahun 2008 yaitu: “Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) 

Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) 

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden”. Ketentuan ini mengisyaratkan 

bahwa Indonesia menganut sistem multipartai, sistem yang menurut beberapa para 

ahli dapat menghasilkan pemerintahan yang tidak efektif jika dikombinasikan 

dengan sistem presidensial.  

 

Terdapat beberapa teori yang menggambarkan ketidakefektifan kombinasi sistem 

presidensial dan sistem multipartai, Scott Mainwaring menyatakan bahwa 

kombinasi sistem presidensial dan multipartai sulit bagi demokrasi stabil, karena 

menciptakan immobilitas eksekutif/legislatif yang menyebabkan deadlock; 

multipartai cenderung menciptakan polarisasi ideologi, komplikasi masalah; 
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kesulitan membangun koalisi antar partai berakibat pada menurunnya stabilitas 

demokrasi.
3
 

 

Berbeda dengan negara Amerika Serikat yang lebih memilih membangun sistem 

presidensial diatas sistem dua partai, sistem kepartaian yang lebih tepat diterapkan 

dengan sistem presidensial. Menurut Anthony Downs sebagaimana dikutip oleh 

Scott Mainwaring dalam papernya yang berjudul “Presidentialism, Multiparty 

Systems, and Democracy: The Difficult Equation” menyatakan bahwa “Two-party 

systems are also more likely to be compatible with presidential democracy 

because ideological polarization is unlikely with only two parties”.
4
 

Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa sistem dua partai kemungkinan besar 

lebih cocok dengan demokrasi presidensial karena polarisasi ideologi tidak 

mungkin terjadi hanya dengan dua partai. 

 

Menurut Maswadi Rauf sistem presidensial yang dipraktekan di Amerika Serikat 

merupakan sistem presidensial yang paling berhasil di dunia. Salah satu 

penyebabnya adalah adanya dua partai utama di dalam Kongres sehingga konflik 

yang hebat antara partai politik yang kecil dan banyak jumlahnya tidak terjadi. 

Disamping itu, budaya politik yang sudah berkembang dengan baik sehingga ada 

kepatuhan terhadap keputusan yang dibuat bersama dan kecenderungan 

penggunaan kakerasan fisik dalam persaingan politik dapat dikurangi secara 

drastis.
5
  

                                                           
3
Nurliah Nurdin, Komparasi Sistem Presdiensial Indonesia dan Amerika Serikat Rivalitas 

Kekuasaan Antara Presiden dan Legislatif (2004-2009),  (Jakarta: MIPI, 2012), hlm.  49. 
4
Scott Mainwaring, Presidentialism, Multiparty systems, and Democracy: The Difficult Equation, 

http://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/144.pdf, diakses tanggal 23 Oktober 2012, 

pkl. 19.00. 
5
Nurliah Nurdin, Komparasi..., Op. Cit., hlm. 19. 

http://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/144.pdf
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Selain itu, Konstitusi Amerika Serikat nampak menghendaki adanya pemisahan 

kekuasaan (Separation of Power) melalui ketentuan dalam konstitusinya yang 

membagi kekuasaan hanya kedalam tiga cabang kekuasaan yaitu cabang legislatif, 

cabang eksekutif, dan cabang yudikatif. Pembagian dan kekuasaan antara presiden 

dan Kongres AS dibuat berimbang dan tidak saling tumpang tindih
6
 sehingga 

semestinya sistem presidensial di Amerika Serikat dapat berjalan dengan efektif 

namun apabila dilihat dari pelaksanaannya, konflik antara presiden dan Kongres 

juga sering terjadi seperti pada pemerintahan George W. Bush dan Barack Obama 

mengenai kebijakan presiden dalam militer.  

 

Berdasarkan uraian diatas, baik Amerika Serikat yang dianggap sebagai negara 

yang paling berhasil menerapkan sistem presidensial, dan Indonesia yang menurut 

kesepakatan farksi-fraksi di MPR saat melakukan amandemen UUD 1945 hendak 

memperkuat presidensial, keduanya kerap mengalami konflik eksekutif-legislatif. 

Dengan membandingkan presidensialisme di Amerika Serikat dan Indonesia, 

diharapkan dapat memberikan gambaran secara teoritis sistem presidensial yang 

manakah diantara dua negara tersebut yang lebih dekat dengan konsep 

presidensialisme yang ideal. 

 

 

 

 

 

                                                           
6
Ibid., hlm. 4. 
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1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

 

1.2.1 Permasalahan 

 

a. Bagaimanakah perbandingan sistem presidensial yang dianut oleh 

Indonesia dan Amerika Serikat? 

b. Apakah sistem dwipartai lebih ideal dalam sistem presidensial? 

 

1.2.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup skripsi ini adalah tentang presidensialisme di Indonesia dan 

Amerika Serikat  yang terdapat di dalam konstitusi  sepanjang berkaitan dengan 

pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia dan Amerika Serikat berdasarkan 

konstitusi masing-masing negara. 

 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

 

1.3.1  Tujuan penelitian 

 

a. Untuk mengetahui bagaimana sistem presidensial yang dianut oleh 

Indonesia dan Amerika Serikat. 

b. Untuk mengetahui apakah sistem dwipartai lebih ideal dalam sistem 

presidensialisme. 

 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 
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a. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat digunakan dalam 

pengembangan daya pikir dan nalar serta sumbangan pemikiran yang sesuai 

dengan disiplin ilmu Hukum Tata Negara. 

b. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan 

pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan dan pembelajaran bagi mahasiswa 

dalam mengetahui serta menganalisis perbandingan sistem pemerintahan 

Indonesia dan Amerika Serikat. Kemudian tulisan ini juga diharapkan dapat 

menjadi sumber referensi bagi masyarakat untuk mengetahui sistem 

pemerintahaan di Indonesia yang sesungguhnya, dan pemerintah jika suatu 

saat hendak melakukan revisi UUD 1945 serta peraturan lain yang berkaitan 

dengan sistem pemerintahan di Indonesia. 


